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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07/Permentan/TU.120/2/2016

TENTANG

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

116/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Tata Naskah

Dinas Kementerian Pertanian telah ditetapkan Tata

Naskah Dinas Kementerian Pertanian;

b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan untuk

memperlancar arus informasi serta komunikasi tulis

kedinasan perlu pengembangan tata naskah dinas;

c. bahwa untuk tertib administrasi dan peningkatan

pelayanan publik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor

116/Permentan/ OT.140/10/2014 tentang Tata Naskah

Dinas Kementerian Pertanian perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata

Naskah Dinas Kementerian Pertanian;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,

Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5035);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5071);

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA NASKAH

DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN.
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Pasal 1

Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi unit kerja

lingkup Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas

kedinasan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/OT.140/10/2014

tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Pebruari 2016

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
07/Permentan/TU.120/2/2016

TENTANG

TATA NASKAH DINAS
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyesuaian dan penyempurnaan tata naskah dinas sebagai bagian dari

unsur administrasi umum perlu mempertimbangkan dinamika

perkembangan peraturan perundangan dan teknologi informasi untuk

memperlancar arus informasi serta komunikasi tulis kedinasan.

Ketatalaksanaan Pemerintah merupakan pengaturan tentang cara

melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan

pemerintahan di lingkungan instansi Pemerintah pusat dan daerah. Ruang

lingkup administrasi umum yang meliputi tata naskah dinas, penamaan

lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.

Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi

antara lain pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas,

penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa

Indonesia yang baik dan benar, pengelolaan naskah dinas korespondensi,

kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat.

Ketentuan tentang tata naskah dinas di Kementerian Pertanian telah diatur

dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/

OT.140/10/2014 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,

Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian serta saran dan masukan dari unit kerja yang ada
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